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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

“Kami Poetra dan Poetri Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa 
Persatoean, Bahasa Indonesia.” 

(Butir Ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928) 
 

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri 

keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah 

disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa 

persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang 

kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan 

sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, 

undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, 

telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti 

bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan. 

 

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan 

multilingualisme di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan 

nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui trigatra kebahasaan, 

yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan 

menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai 

peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di 

Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia 

yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing 

harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di 

dunia internasional. 

 

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing 

merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi 

secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas 
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sumber daya manusia Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi 

berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Oleh sebab itu, 

pembangunan manusia Indonesia harus dilaksanakan dengan melibatkan aspek 

kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan—termasuk sastra di 

dalamnya—yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas 

hidup manusia Indonesia.  

 

Sehubungan dengan itu, pembangunan bidang kebahasaan yang berdampak 

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul 

memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku yang merupakan Unit Pelakasana Teknis Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) sebagai instansi pemerintah yang memiliki 

kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaaan, dan pelindungan 

bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam pembentukan SDM 

tersebut. Berikut ini kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan 

yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra.  

 

1.1 Kondisi Umum  

 

Maluku merupakan provinsi yang terletak di timur Indonesia dan terdiri atas 

beribu pulau kecil yang masih dihuni oleh manusia. Secara astronomis, Maluku 

terletak di 2° 30’- 9° lintang selatan dan 124° - 136° bujur timur (Utrecht, 1988). 

Maluku berbatasan langsung dengan laut Seram, sebelah selatan berbatasan 

dengan lautan Indonesia dan laut Arafuru, sebelah timur berbatasan dengan 

Pulau Irian, dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Secara 

keseluruhan luas wilayahnya adalah 581.376 km2 dengan luas wilayah 90% 

merupakan lautan seluas 527.191 km2. Jumlah keseluruhan pulau-pulau di 

Provinsi Maluku adalah 1.412 pulau.  

Secara spesifik pulau-pulau yang ada di wilayah Maluku merupakan pulau-pulau 

yang memiliki karakter yang berbeda-beda baik dari geografis, iklim, sosial, 
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ekonomi, budaya, dan etnis. Secara administratif, Maluku terdiri atas 2 kota dan 

9 kabupaten. 

1. Kota Ambon 

2. Kota Tual 

3. Kabupaten Buru 

4. Kabupaten Buru Selatan 

5. Kabupaten Kepulauan Aru 

6. Kabupaten Maluku Barat Daya 

7. Kabupaten Maluku Tengah 

8. Kabupaten Maluku Tenggara 

9. Kabupaten Kepulauan Tanimbar 

10. Kabupaten Seram Bagian Barat 

11. Kabupaten Seram Bagian Timur 

Keberadaan pulau-pulau ini tidak terlepas dari ketertinggalan yang disebabkan 

oleh berbagai keterbatasan. Dapat dikatakan beberapa diantaranya masuh dalam 

daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pulau-pulau ini memiliki beragam 

budaya dan bahasa daerah yang dimiliki Maluku. Oleh sebab itu, pemerintah 

mengambil bagian dalam upaya melestarikan budaya dan bahasa daerah yang 

ada di Maluku agar tidak punah.  

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku terdapat jumlah bahasa yang telah 

diindentifikasi di kepulauan Maluku sebanyak 61 bahasa daerah, diantara bahasa 

daerah tersebut terdapat beberapa bahasa yang berada pada status mengalami 

kemunduran, terancam punah, bahkan sudah punah. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa menghadirkan Kantor Bahasa Provinsi Maluku sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah untuk mengawal bahasa dan sastra di Maluku. 

Sejak tahun 2010 Kantor Bahasa Provinsi Maluku hadir di Kota Ambon dan 

berfungsi secara optimal pada tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Nomor 64 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembentukan delapan 
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2015 2016 2017 2018 2019

Target 2000 2300 2600 3000 3000

Capaian 2000 2345 6180 3030 3000

Jumlah Kosakata Indonesia 

Target Capaian

Kantor Bahasa di delapan provinsi, salah satunya Kantor Bahasa Provinsi Maluku. 

Kantor Bahasa Maluku telah mengalami satu kali perubahan nomenklatur dari 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku menjadi Kantor Bahasa Maluku. Saat ini, Kantor 

Bahasa Provinsi Maluku dikepalai oleh Sahril, S.S., M.Pd. menggantikan Dr. Asrif, 

M.Hum. Sumber Daya Manusia pada Kantor Bahasa Maluku terdiri atas 23 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 5 Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri 

(PPNPN). Penambahan pegawai sebanyak 11 orang CPNS baru direalisasikan 

pada akhir tahun 2019. 

Dalam melaksanakan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan periode 

2015—2019, Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa menetapkan sembilan sasaran program, yakni (1) 

meningkatnya kosakata Bahasa Indonesia, (2) meningkatnya jumlah Bahasa dan 

sastra yang terlindungi, (3) meningkatnya mutu dan jumlah penelitian kebahasaan 

dan kesastraan, (4) meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, (5) meningkatnya jumlah instrument 

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, (6) meningkatnya jumlah tenaga professional 

dan calon tenaga profesioanal yang terbina dalam penggunaan bahasa dan 

sastra, (7) meningkatnya jumlah ruang publik yang terkendali, (8) meningkatnya 

mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, dan 

(9) terselenggaranya layanan dukungan manajemen teknis di lingkungan badan 

bahasa. 

 

SK1. Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

Tren pengambilan kosakata 

bahasa daerah Maluku untuk 

diserap sebagai kosakata 

bahasa Indonesia dari tahun 

2015—2019. 
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IKK 1.1 “Jumlah Kosakata 

Indonesia” Kontribusi bahasa Daerah 

terhadap bahasa Indonesia tidak serta 

merta memperkaya kosakata bahasa 

Indonesia yang terdapat dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jumlah 

entri kata yang terdapat dalam KBBI dari 

tahun ke tahun tidak menunjukkan 

peningkatan. Oleh karena itu pemerintah melalui Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa berusaha untuk meningkatkan jumalah kosakata yang ada di 

dalam KBBI. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan 

kosakata-kosakata bahasa daerah yang khas dan belum memiliki padanan kata 

dalam bahasa Indonesia.  

 

 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ada di daerah sangat mendukung 

program pemerintah tersebut. Maka, seluruh tenaga teknis yang ada di Kantor 

Bahasa Maluku diwajibkan untuk mendata kosakata-kosakata umum, istilah, atau 

kosakata bahasa Daerah yang dirasa khas yang ada di Maluku. Wilayah-wilayah 

yang diambil kosakata bahasa Daerahnya yaitu Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, 

Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Buru, Seram Bagian Barat, dan 

Seram Bagian Timur.  

 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 
Target 

2019 

Target 

Renstra 

Capaian 

Renstra 

Target Realisasi %    

Jumlah 

Kosakata 

Indonesia 

3030 

Kosakata 

3000 

Kosakata 

3000 

Kosakata 

101

% 

3000 

Kosakata 

12900 

Kosakata 

16555 

Kosakata 

(105,07%) 

Jumlah 

Kamus 
- - -  Kamus 

100

% 
3 Kamus 3 Kamus 

3 Kamus 

(100%) 
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Beberapa kendala yang dihadapi selama pengambilan data pengayaan KBBI 2019 

seperti di Desa Oirata Barat dan Oirata Timur yaitu masalah transportasi dan 

jarak yang sangat jauh.  Waktu perjalanan yang disediakan oleh kantor harus 

disesuaikan dengan jadwal kapal dari dan menuju Pulau Kisar. Pada waktu-waktu 

tertentu transportasi udara tidak dapat digunakan karena cuaca buruk. Satu-

satunya transportasi yang bisa digunakan adalah kapal laut dan harus ditempuh 

melalui Pulau Moa. Karena, jika menggunakan kapal laut dari Pulau Ambon ke 

Pulau Kisar akan menghabiskan waktu kurang lebih tiga hari. Selain itu, faktor 

cuaca yang cukup ekstrim di Maluku Barat Daya menyebabkan jadwal perjalanan 

berubah. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya waktu pengambilan data 

karena jarak tempuh ke daerah pengamatan mengalami perubahan. 

 

Selain itu, belum tersedianya depot BBM Pertamina menyebabkan tingginya biaya 

hidup baik di Pulau Moa ataupun di Pulau Kisar seperti biaya transportasi di dalam 

kota (ojek dan sewa mobil), trnsportasi penyeberangan (speed boat), dan harga 

makanan. Sewaktu-waktu kami harus menyediakan dana tambahan untuk 

menyewa transportasi secara carter karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim.  

 

Adapun untuk kendala di daerah pengambilan data lainnya kurang lebih sama 

seperti di Aru, pengambil data harus menyewa perahu milik penduduk selama 

beberapa hari agar pengambilan dapat berjalan sesuai target dan waktu yang 

telah ditetapkan. Biaya sewa transportasi yang telah dianggarkan oleh bagian 

perencanaan tidak mencukupi. Banyak biaya tak terduga yang harus dikeluarkan 

selama perjalanan.  

 

IKK 1.2 “Jumlah Kamus” Status bahasa daerah di Maluku yang sebagian besar 

terancam punah mendorong Kantor Bahasa Maluku, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan 

penyusunan dan penerbitan kamus bahasa daerah. Penerbitan kamus 

ditargetkan selama periode renstra yaitu sebanyak 3 kamus. Penerbitan kamus 

direncanakan rampung pada periode renstra berikutnya. Di tahun sebelumnya 

telah terbit 2 kamus yaitu Kamus Percakapan Bahasa Alune dan Kamus 
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Dwibahasa Alune—Indonesia. Bahasa Alune merupakan salah satu bahasa 

daerah yang ada di Pulau Seram yang berstatus terancam punah. Oleh karena 

itu, penyusunan dan penerbitan Kamus Dwibahasa Alune—Indonesia maupun 

Kamus Percakapan merupakan langkah tepat dan strategis dalam 

mendokumentasikan kosakata bahasa daerah Alune. Selain itu, kamus ini dapat 

menjadi salah satu bahan ajar muatan lokal bahasa Alune. 

 

 

SK2. Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terlindungi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKK 2.1 “Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonservasi, 

dan Terevitalisasi” Bahasa mencerminkan budaya bangsa. Provinsi Maluku 

memilki beragam suku dan bahasa daerah dengan kondisi beragam. Masyarakat 

pendukungnya sangat berperan dalam menentukan bertahan tidaknya bahasa-

bahasa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tim pemetaan yang dilakukan oleh 

Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku, bahwa jumlah bahasa yang 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 
Target 

2019 

Target 

Renstra 

Capaian 

Renstra 

Target Realisasi %    

Jumlah Bahasa 

dan Sastra yang 

Terpetakan, 

Terkonservasi, 

dan 

Terivitalisasi 

1  

Bahasa 

2 

Bahasa 

2  

Bahasa 
100% 

2 

Bahasa 

10 

Bahasa 

10  

Bahasa 

(100%) 

Tren pelindungan bahasa dan 

sastra oleh Kantor Bahasa 

Maluku dari tahun 2015—

2019. 

 

Target0

10

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya Jumlah Bahasa 
dan Sastra yang Terlindungi

Target Capaian
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sudah diidentifikasi sebanyak 50 bahasa daerah. Di antara bahasa daerah 

tersebut, ada beberapa bahasa yang berada pada status mengalami 

kemunduran, terancam punah bahkan sudah punah. Berikut data 23 daerah 

pengamatan tambahan beserta 19 bahasa/isolek yang dipetakan oleh peneliti 

Kantor Bahasa Maluku sejak tahun 2015: 

 

TAHUN 2015 

DAERAH PENGAMATAN BAHASA/ISOLEK 

Rohomoni Hatuhaha 

Latu Latu 

Piliana Piliana 

Rambatu Alune 

Luhu Luhu 

Ihamahu Iha 

Elpa Putih Wemale yapio patai 

Layeli Teun/Tepa 

Hunitetu Wemale nu duwasiwa  

Waru Baun 

Piru Piru 

Masiwang Masiwang 

Letmasa Dawelor Dawera 

Lewah Dai 

Aruibab Yamdena 

Herley Wetang 

Watuwei Dawelor Dawera 

Kandar Negeri Selaru 

Nuanea Nuaulu 

Lisabata Lisabata/ Sou Iha 

TAHUN 2016 

DAERAH PENGAMATAN BAHASA/ISOLEK 

- - 

TAHUN 2017 

DAERAH PENGAMATAN BAHASA/ISOLEK 

- - 

TAHUN 2018 

DAERAH PENGAMATAN BAHASA/ISOLEK 
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Makatian Makatian 

TAHUN 2019 

DAERAH PENGAMATAN BAHASA/ISOLEK 

Bertubur Tarangan Timur 

Watludan Teon 

Dosinamalau Dobel 

Dawang Boing 

 

Dari data 23 daerah pengamatan tambahan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

sejak tahun 2015, ditemukan 7 tujuh bahasa yang diidentifikasi sebagai 

tambahan bahasa di Maluku oleh Tim Pemetaan Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bahasa Piliana 

2. Bahasa Alune-Wemale 

3. Bahasa Makatian 

4. Bahasa Waru 

5. Bahasa Yamdena (diverifikasi temuan oleh Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa) 

6. Bahasa Harley/Luang/Wetan 

7. Bahasa Luhu (dialek Piru) 

 

Penentuan status isolek (calon bahasa) ini dilakukan melalui langkah kerja 

analisis data yaitu sebagai berikut: 

1. Pembuatan Tabulasi Tahap I (Tipe A dan B); 

2. Pembuatan Tabulasi Tahap II; 

3. Pemilihan Peta Verbal untuk Penghitungan Dialektometri (menyisipkan glos 

tambahan pada peta verbal yang telah dipilih oleh Badan Bahasa); 

4. Perhitungan Dialektometri; 

5. Interpretasi Data; 

6. Penentuan status isolek (calon bahasa) sebagai bahasa; 

7. Identifikasi hasil temuan bahasa oleh Badan Bahasa yang penamaannya 

dianggap tidak sesuai dengan nama bahasa di Provinsi Maluku. 
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Beberapa kendala yang dihadapi selama pengambilan data Pemetaan Bahasa 

tahun 2019 yaitu masalah transportasi dan jarak yang sangat jauh.  Waktu 

perjalanan yang disediakan sangat kurang. Karena waktu-waktu tertentu 

transportasi laut tidak dapat digunakan karena cuaca buruk. Menurut pengakuan 

penduduk, cuaca ke Desa Makatian tidak tentu. Sehingga menyebabkan tim 

Kantor Bahasa Maluku harus menunggu dan menyesuaikan dengan kapal. 

 

Selain itu, terdapat 2 bahasa yang direvitalisasi oleh Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku yaitu Bahasa Daerah Hitu pada tahun 2018 dan Bahasa Woirata pada 

tahun 2019. 

 

SK3. Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan 

Kesastraan  

 

 

 

0
1
2
3

Jumlah Penelitian
Bahasa dan Sastra

Jumlah Publikasi
Ilmiah Bahasa dan

Sastra

Meningkatnya Mutu dan Jumlah 
Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan

Target Kinerja Revisi Realisasi Kinerja

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 
Target 

2019 

Target 

Renstra 

Capaian 

Renstra 

Target Realisasi %    

Jumlah 

Penelitian 

Bahasa dan 

Sastra 

3      

Penelitian 
3 5 100 

3      

Penelitian 

11 

 Penelitian 

13 

Penelitian 

(102%) 

Jumlah 

Publikasi 

Ilmiah Bahasa 

dan Sastra 

3 Jurnal/ 

Majalah 

3 Jurnal/ 

Majalah 

3 Jurnal/ 

Majalah 
100% 

3 Jurnal/ 

Majalah 

15 Jurnal/ 

Majalah 

15 Jurnal/ 

Majalah 

(100%) 

Tren jumlah penelitian 

Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku dari tahun 2015—

2019. 

 



14 | h a l a m a n  
 
 

0

1

2

3

Jumlah Penelitian Bahasa
dan Sastra

Jumlah Publikasi Ilmiah
Bahasa dan Sastra

Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan 
dan Kesastraan Tahun 2019

Target Kinerja Revisi Realisasi Kinerja

IKK 3.1 “Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra” Pada tahun 2019 terdapat 

5 penelitian yang dianggarkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku yaitu; 

Penelitian Penggunaan Bahasa Badan Publik di Daerah (Lembaga 

Pendidikan,lembaga Kesehatan, Pelayanan Umum Masyarakat) di Kota Ambon, 

Penelitian Penggunaan Bahasa Media Massa (Cetak, Onilne, RRI, dan TV Lokal)di 

Maluku, Penelitian Penggunaan Bahasa Media Luar Ruang di Kota Tual dan 

Maluku Tenggara, Penelitian Kemahiran Berbahasa Indonesia Tenaga Profesional 

dan Calon tenaga profesional Kebahasaan dan kesastraan (ASN non Guru dan 

TNI/POLRI) di 10 Kabupaten/Kota di Maluku, dan Penelitian Pengembangan 

Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Kota Ambon, Kota Tual, dan Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat. Secara target umum yang akan dicapai, Kantor Bahasa 

Maluku telah melakukan 13 Penelitian atau sekitar 102% dari target renstra sejak 

tahun 2015 di Pulau Banda, Desa Haruku, Desa Tulehu, Gemba, Saparua, Aboru, 

dan sebagian pulau seram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKK 3.2 “Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra” Capaian kinerja 

berupa jurnal/majalah yang merupakan publikasi ilmiah Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku telah mencapai target dari tahun 2015 sampai 2019 yaitu sebesar 100% 

berupa 2 Volume Jurnal Ilmiah Totobuang yang diterbitkan setiap semester. 

Serta Majalah Fuli, majalah kebahasaan dan kesastraan yang ditulis 

menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah Maluku, 

diterbitkan satu tahun sekali. 

 

 



15 | h a l a m a n  
 
 

SK4. Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan 

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Target 0 0 2 2 3

Capaian 0 0 2 5 3

Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran 
Bahasa dan Sastra Indonesia

Target Capaian

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 
Target 

2019 

Target 

Renstra 

Capaian 

Renstra 

Target Realisasi %    

Jumlah Bahan 

dan Modul 

Pembelajaran 

Bahasa 

Indonesia 

2   

Naskah 
3 Naskah 3 Naskah 100% 

3      

Naskah 

7 

Naskah 

10 

Naskah 

(100%) 

Tren jumlah bahan 

ajar yang diterbitkan 

Kantor Bahasa 

Provinsi Maluku dari 

tahun 2015—2019. 

 

Sampel naskah-naskah yang telah diterbitkan oleh Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku sebagai modul pembelajaran Bahasa Indonesia dan telah melewati 

proses seleksi dari puskurbuk. 
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IKK 4.1 “Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa Indonesia”, 

pada Tahun 2019 melalui proses sayembara, target penyusunan bahan bacaan 

tingkat dasar dan menengah telah tercapai 100%. Sayembara tersebut diikuti 

oleh kalangan guru, akademisi, dan pegiat bahasa dan sastra. Dilihat dari tren 

pencapaian target renstra, pada tahun 2019 ini target renstra telah tercapai. 

 

SK5. Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa 

Indonesia 

 

 

IKK 4.1 “Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia”, pada 

tahun 2019 target penyusunan bahan UKBI dilaksanakan berupa penggadaan 

bahan simulasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) telah tercapai sebesar 

100%. Pada tahun berikutnya Indikator ini sudah terpusat di Badan Bahasa 

sehingga tidak lagi menjadi target renstra unit kerja di daerah. 

 

 

 

 

 

Target0

1000

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji 
Kemahiran Berbahasa Indonesia

Target Capaian

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 
Target 

2019 

Target 

Renstra 

Capaian 

Renstra 

Target Realisasi %    

Jumlah 

Instrumen Uji 

Kemahiran 

Berbahasa 

Indonesia 

- 1 Naskah 1 Naskah 100% 1 
1 

Naskah 

1 

Naskah 

(100%) 

Tren jumlah instrument 

UKBI yang disusun oleh 

Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku dari tahun 

2015—2019. 
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SK6. Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga 

Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKK 6.1 “Jumlah Tenaga 

Profesional dan Calon 

Tenaga Profesional yang 

Terbina dalam 

Penggunaan Bahasa dan 

Sastra”, realisasinya 

mencapai 56% dari target 

renstra. Hambatan yang 

dihadapi dalam indikator ini 

berupa ketidakmampuan SDM Tenaga Profesional dan/atau Calon Tenaga 

Indikator Kinerja 
Realisasi 

2018 

Tahun 2019 
Target 

2019 

Target 

Renstra 

Capaian 

Renstra 

Target Realisasi %    

Jumlah Tenaga 

Profesional dan 

Calon Tenaga 

Profesional yang 

Terbina dalam 

Penggunaan 

Bahasa dan 

Sastra 

570    

Orang 
640 Orang 790 Orang 123,4% 

640      

Orang 

1626 

 Orang 

1706 

Orang 

(104%) 

Jumlah Generasi 

Muda 

Pengapresiasi 

Bahasa dan 

Sastra 

864 Orang 789 Orang 855 Orang 109,5% 789 Orang 4727 Orang 
5322 Orang 

(112,5%) 

Tren jumlah tenaga 

profesional dan calon tenaga 

profesional yang terbina oleh 

Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku dari tahun 2015—

2019. 

 

Target0

1000

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan 
Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam 
Penggunaan Bahasa dan Sastra Tahun 2019

Target Capaian

0 200 400 600 800 1.000

Jumlah Tenaga Profesional dan…

Jumlah Generasi Muda…

Meningkatnya Jumlah Tenaga 
Profesional dan Calon Tenaga 

Profesional yang Terbina dalam 
Penggunaan Bahasa dan Sastra

Realisasi Kinerja Target Kinerja Revisi
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Profesional yang ada di kabupaten terpencil di Maluku untuk mengikuti tes Uji 

Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Hal ini disebabkan pada tahun anggaran 

2019 telah diberlakukan sistem pembayaran lewat mekanisme PNBP sesuai 

dengan Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 di Lingkungan Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Adapun faktor lain yang memengaruhi 

yaitu rendahnya kesadaran para calon tenaga professional tentang kebutuhan 

UKBI untuk menunjang kemampuan dalam menghadapi persaingan global. 

Untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi, Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

telah mencanangkan program sosialisasi sekaligus simulasi tentang pentingnya 

UKBI sebagai kebutuhan para tenaga profesional maupun calon tenaga 

profesional di era ini. 

 

IKK 6.2 “Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra”, 

realisasi pada indikator kinerja ini sangat signifikan yaitu telah mencapai bahkan 

melebihi target renstra yaitu sebanyak 112,5% pada tahun 2019. Hal ini dapat 

terlihat dari tren generasi muda saat ini. Para pemuda yang mulai sadar untuk 

memajukan bangsa bersama pemerintah. Pun bergerak dalam komunitas-

komunitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dapat dilihat pada 

tabel di atas dari tahun 2015 target selalu tercapai bahkan lebih. 

 

SK7. Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali 

 

0 1 2 3 4 5 6

Jumlah  Badan Publik yang Terkendali
Penggunaan Bahasanya

Jumlah Badan Swasta yang Terkendali
Penggunaan Bahasanya

Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang 
Terkendali Penggunaan Bahasanya

Realisasi Kinerja Target Kinerja Revisi
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Pada tahun 2019, Kantor Bahasa Maluku melakukan penilaian terhadap badan 

publik maupun swasta yang tertib dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia 

di ruang publik. Berikut penjelasan penilaian dalam IKSS masing-masing. 

 

IKK 7.1 “Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan 

Bahasanya”, data penilaian menunjukan hasil perhitungan kajian penggunaan 

bahasa Indonesia pada lembaga pendidikan di provinsi Maluku (data 6 terbaik) 

sebagai berikut; 

 

NO NAMA SEKOLAH 
JUMLAH 

NILAI 
PERINGKAT KETERANGAN 

1 SMA N 1 AMBON 232 1 Jumlah Data 9 

2 SMA N 2 AMBON 227 2 Jumlah Data 9 

3 SMA N 1 BURU 207 3 Jumlah Data 8 

4 
SMA KATOLIK SANATA KARYA 

LANGGUR 
205 4 Jumlah Data 8 

5 SMA SIWALIMA 190 5 Jumlah Data 7 

6 SMA XAVERIUS 188 6 Jumlah Data 7 

7 SMA N 1 PIRU 181 7 Jumlah data 6 

8 SMA UNGGULAN SAUMLAKI 169 8 Jumlah data 7 

9 SMA N 2 NAMLEA 166 9 Jumlah data 6 

10 SMK N 1 TANIMBAR SELATAN 165 10 Jumlah data 6 

11 SMA PGRI DOBO 147 11 Jumlah data 5 

12 SMA 1 TANIMBAR SELATAN 146 12 Jumlah data 6 

13 SMA N 1 TUAL 146 12 Jumlah data 6 

14 SMK KRISTEN PIRU 136 13 Jumlah data 5 

15 SMA N 1 TIAKUR 113 14 Jumlah data 4 

16 SMK 4 SBB 112 15 Jumlah data 4 

17 SMK 5 SBB 112 15 Jumlah data 4 

18 SMK N 3 TUAL 111 16 Jumlah data 5 
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19 SMA KATOLIK YOSUDARSO 105 17 Jumlah data 4 

20 SMA N 1 PULAU-PULAU ARU 102 17 Jumlah data 4 

 

Keterangan: 

 

1. Penilaian berdasarkan juknis yang dikirim oleh Badan Pembinaan dan 

Pengembangan bahasa. 

2. Idealnya, setiap sekolah memiliki 7 objek yg dinilai, yaitu tulisan nama 

lembaga dan gedung; tulisan nama sarana umum; tulisan nama ruang 

pertemuan; tulisan nama produk barang/jasa; tulisan nama jabatan; 

tulisan penunjuk arah atau rambu umum; dan tulisan berbentuk spanduk 

atau alat informasi lain sejenisnya. 

3. Variabel yang dinilai berdasarkan 7 objek yaitu variabel fisik kebahasaan 

(terdiri atas posisi, ukuran huruf, dan warna huruf); variabel kaidah 

kebahasaan (terdiri atas ejaan, pilihan kata, dan struktur); dan variabel 

tipografi kebahasaan (terdiri atas bahan, desain, dan kejelasan). 

4. Tidak semua sekolah memiliki 7 objek yang dimiliki, sehingga sangat 

memengaruhi penilaian. Hal tersebut juga menunjukan kekurangpedulian 

pihak sekolah terhadap keberadaan papan-papan nama di lingkungan 

sekolah. 

 

IKK 7.1 “Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaan 

Bahasanya”, Kajian Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Massa Cetak 2019, 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku, telah memantau penggunaan BI pada tujuh surat 

kabar yang terbit pada Bulan April hingga Juni 2019. Surat kabar yang digunakan 

sebagai sampel sebanyak empat edisi dengan tanggal yang berbeda tiap 

bulannya. Pemilihan sampel dipilih secara acak. Masing-masing surat kabar telah 

dibaca secara saksama dengan mencatat jumlah kesalahan ejaan, diksi, dan 

struktur. Berikut jumlah nilai yang didapat oleh masing-masing surat kabar. 

1. Kabar Timur = 958,5 

2. Siwalima = 957,5 
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3. Spektrum = 965 

4. Metro Maluku = 852 

5. Rakyat Maluku = 955 

6. Ambon Ekspres = 943 

7. Dhara Pos = 951 

 

Deretan nilai di atas menunjukan bahwa Surat Kabar Spektrum memiliki nilai 

tertinggi dengan mendapatkan nilai sebesar 965. 

 

Hambatan pada penilaian ini adalah pada tahap pengumpulan data. Kurangnya 

infomrasi tentang surat kabar yang beredar di Provinsi Maluku membuat 

pengumpul data harus melakukan komunikasi lebih intensif dengan mitra kantor 

seperti PWI dan AJI Provinsi Maluku. Selain itu, beberapa redaksi memiliki 

masalah dalam percetakan hingga beberapa edisi tidak terbit. Masalah tersebut 

biasanya persediaan kertas yang tidak maksimal. Oleh karena itu, beberapa hal 

perlu disesuaikan agar memenuhi jumlah sampel penilaian. 

 

SK8. Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Pengembangan Strategi 

dan Diplomasi Kebahasaan 

 

 

0

1

2015 2016 2017 2018

Meningkatnya Mutu dan Jumlah 
Bahan Pengembangan Strategi dan 

Diplomasi Kebahasaan

Target Capaian

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2018 

Tahun 2019 
Target 

2019 

Target 

Renstra 

Capaian 

Renstra 

Target Realisasi %    

Jumlah Bahan 

Ajar BIPA 
- 1 Naskah 1 Naskah 100% - 

1 

Naskah 

1 

Naskah 

(100%) 

Tren jumlah bahan ajar BIPA 

yang disusun oleh Kantor Bahasa 

Provinsi Maluku dari tahun 

2015—2019. 
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IKK 8.1 “Jumlah Bahan Ajar BIPA”, pada tahun 2019 target penyusunan 

bahan ajar BIPA tidak dianggarkan sehingga tidak ada pencapaian bahan ajar 

BIPA pada tahun 2019. 

 

SK9. Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di 

Lingkungan Badan Bahasa 

 Terdiri dari tiga IKK yaitu; 

 

IKSS 9.1 “Layanan Dukung Manajemen Eselon I”; 

IKSS 9.2 “Layanan Internal (Overhead)”; 

 Layanan overhead yaitu belanja modal pembangunan pagar keliling 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Perlu diketahui Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

belum memiliki gedung perkantoran sejak tahun pendirian. Tanah kantor yang 

telah dimiliki sejak tahun 2012 akhirnya didirikan pagar keliling di tahun 2019. 

Terhambatnya pembangunan oleh kebijakan moratorium. 

IKK 9.3 “Layanan Perkantoran”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis 
di Lingkungan Badan Bahasa

Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan
Badan Bahasa Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan
Badan Bahasa Layanan Internal (Overhead)

Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan
Badan Bahasa Layanan Perkantoran
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1.1 REALISASI ANGGARAN  

Pagu anggaran Kantor Bahasa Provinsi Maluku tahun 2019 (akhir renstra 2015—

2020) sebesar Rp10.074.249.000,00. Pagu tersebut untuk membiayai 9 sasaran 

strategis dan 15 Indikator Kinerja selama satu tahun. Grafik di bawah ini 

menyajikan persentase alokasi anggaran untuk program yang dilaksanakan 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku. 

 

 

 

Anggaran terbesar selain Layanan Perkantoran termasuk gaji dan operasional 

lainnya yaitu, Mitra Komunitas Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di 

Daerah, Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Kemahiran Berbahasa 

Indonesia, dan Kosakata Bahasa Daerah. 

 

 

 

 

27%

1%1%2%0%

20%
4%0%1%

6%
4%

5%
1%

28%

Alokasi Anggaran Kantor Bahasa Maluku
Mitra Komunitas Pelindungan dan Pembinaan
Bahasa dan Sastra di Daerah

Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam
Penggunaan Bahasa

Media Massa di Daerah (Cetak, Elektronik, dan
Daring) yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa

Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan
Bahasa di Media Luar Ruangnya

Bahan Uji Kemahiran Berbahasa

Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina
Kemahiran Berbahasa Indonesia

Bahan Ajar Bahasa dan Sastra

Bahan Pendukung BIPA

Jejaring Kemitraan Program BIPA

Kosakata Bahasa Daerah

Rekomendasi Bahan Kebijakan Bahasa dan Sastra
di Daerah

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Layanan Internal (Overhead)

Layanan Perkantoran

DAYA SERAP 

98, 07% 
 

 

Realisasi

Sisa 
Anggaran

KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU

Realisasi

Sisa Anggaran
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1.2 Permasalahan dan Potensi Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

1. Permasalahan 

1. Belum ada Perda yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di 

Maluku. 

2. Minimnya partisipasi lembaga pemerintah dalam pengutamaan bahasa 

negara.  

3. Ruang-ruang publik (hotel, tempat wisata, pusat perbelanjaan, ruang 

terbuka hijau, pelabuhan, bandara, kafe, dll) yang mencampur aduk 

bahasa negara dan bahasa asing.  

4. Minimnya kesadaran masyarakat terkait dan pemerintah dalam hal 

pengutamaan bahasa negara.  

5. Sanksi bagi pelanggar pasal-pasal pemartabatan bahasa negara di 

dalam UU No. 24 Tahun 2009 belum ada.  

6. Minimnya minat siswa terhadap karya sastra.  

7. Minimnya kompetensi berbahasa Indonesia tenaga pengajar (guru). 

8. Minimnya kegiatan peningkatan mutu berbahasa Indonesia bagi ASN 

dan masyarakat. 

 

2. Potensi 

1. Maluku memiliki banyak bahasa daerah yang sebagian besar berstatus 

terancam punah dan beberapa di antaranya telah punah.  

2. Kepunahan bahasa daerah turut mematikan sastra daerah. 

3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

pengembangan dan pelindungan bahasa daerah.  

4. Tidaknya Peraturan Daerah yang melindungi bahasa dan sastra daerah.  

5. Tidak adanya pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah di sekolah-

sekolah.  

6. Tidaknya kampus yang membuka program studi bahasa dan sastra 

daerah di Maluku.  

7. Sejumlah bahasa daerah (termasuk sastra) digunakan juga oleh 

masyarakat Timor Leste. Berpotensi menimbulkan klaim-klaim sepihak.  
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3. Hal Lainnya 

1. Luasnya wilayah tugas Kantor Bahasa Maluku berdampak pada 

pelaksanaan program.  

2. Jangkauan wilayah yang luas. Maluku merupakan Wilayah 3T: Tertinggal, 

Terdepan, dan Terluar. 

3. Terbatasnya jumlah ASN Kantor Bahasa Maluku: 12 orang PNS dan 5 

orang PPNPN.  

4. Belum ada infrastruktur utama yakni gedung perkantoran. 

5. Pembatasan biaya Perjalanan Dinas (Perjadin) berdampak pada intensitas 

kegiatan yang menjadi terfokus pada beberapa wilayah yang mudah 

dijangkaui.  
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN (INDIKATOR TUJUAN) 

KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU 

 

2.1 Visi  

Visi Kantor Bahasa Maluku tahun 2020—2024 adalah 

Terwujudnya insan karakter dan jati diri bangsa  

melalui bahasa dan sastra Indonesia 

 

Dari rumusan visi tersebut dapat dilihat sebagai upaya pembentukan karakter 

sumber daya manusia di Maluku melalui bahasa dan sastra. 

2.2 Misi  

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah 

ditetapkan, Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia; 

2. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia; 

3. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra; 

4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan; 

5. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan; 

6. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan; dan 

7. Mengembangkan pengeloaan organisasi dan kelembagaan. 

Dalam melaksanakan perencanaan strategis lembaga berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang, dan kendala yang ada atay yang mungkin timbul maka ditetapkanlah 

tujuan dan sasaran yang merupakan satu kesatuan yang utuh menghasilkan 

rencana strategis lembaga. 
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2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Tujuan lembaga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataam 

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 

(lima) tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa. Dengan ditetepakannya tujuan, diharapkan perencanaan program 

lembaga dapat disusun secara tepat dan terarah dengan mempertimbangkan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki. Perumusan tujuan juga akan 

memungkinkan lembaga untuk melakukan evaluasi terhadapa perjanjian 

kinerja lembaga. Adapun tujuan Kantor Bahasa Provinsi Maluku adalahn 

sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 

1 Meningkatnya kemahiran penutur 

bahasa Indonesia 

Persentase penutur bahasa Indonesia 

mahir teruji 

Persentase wilayah yang mengutamakan 

bahasa Indonesia di ruang publik 

2 Meningkatnya budaya literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks 

Pembangunan Kebudayaan) 

3 Meningkatnya daya hidup bahasa 

daerah 

Indeks daya hidup bahasa daerah 

 

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

Dalam rangka amengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan 

pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) dan 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada tahun 2020—2024 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Satuan 
Kondisi 

awal 
2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 

Daya Ungkap 

Bahasa Indonesia 

Jumlah kosakata 

bahasa Indonesia 

Kosakata 16.555 1000 1000 1000 1000 1000 

Terwujudnya 

Standar Kemahiran 

Berbahasa 

Indonesia 

Jumlah 

rekomendasi 

kebijakan 

kebahasaan dan 

kesastraan 

melalui penelitian 

Dokumen 13 2 2 2 2 2 

Terwujudnya 

Penggunaann 

Bahasa Indonesia 

di Ruang Publik 

Jumlah lembaga 

pengguna bahasa 

Indonesia terbina 

Lembaga 60 20 20 20 20 20 

Meningkatnya 

Jumlah Penutur 

Bahasa Terbina 

Jumlah tenaga 

profesional 

terbina 

kemahiran 

berbahasa dan 

bersastra 

Orang 7.869 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 

Terlindunginya 

Bahasa dan Sastra 

Daerah yang Kritis 

dan Terancam 

Jumlah penutur 

muda yang 

terlibat dalam 

pelindungan 

bahasa daerah 

kritis dan 

terancam punah 

Orang 150 50 80 80 80 80 

Jumlah penutur 

muda yang 

terlibat dalam 

pelindungan 

sastra daerah 

kritis dan 

terancam punah 

 250 50 80 80 80 80 

Jumlah produk 

kesastraan 

terkembangkan 

 5 1 1 1 1 1 
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Meningkatnya Tata 

Kelola Satuan Kerja 

di Lingkungan 

Badan 

Pengembangan 

dan Pembinaan 

Bahasa 

Predikat SAKIP 

Satker minimal 

BB 

Predikat BB BB BB BB BB BB 

Nilai kinerja 

anggaran atas 

pelaksanaan 

RKA-K/L satker 

minimal 91 

91 93 95 95 95 95 95 

 

2.5 Tata Nilai 

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan 

dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tunbuh 

dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong 

berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik. Nilai-

nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai Kantor 

Bahasa Provinsi Maluku merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan 

dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh 

pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan 

pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. 

Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan 

dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Tata nilai yang 

dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, 

dan berkeadilan. 

Amanah atau dapat dipercaya mengandung arti bahwa dalam bekerja 

senantiasa berpegang teguh pada tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada 

tugas dan tanggung jawab tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok 

(keluarga dan teman). 
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Profesional mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berupaya 

menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang dimilikinya untuk 

menghasilkan kinerja terbaik. 

Visioner atau berwawasan ke depan mengandun arti bahwa dalam 

bekerja senantia mempertimbangkan dan mengaitkan apa yang dikerjakan 

dengan perkiraan situasi yang akan terjadi di masa datang sehingga karyanya 

benar-benar relevan dan sejalah dengan situasi yang mungkin terjadi di masa 

datang dengan tetap mengacu pada ilmu pengetahuan dan informasi yang 

lengkap, utuh, dan mutakhir. 

Demokratis, berkeadilan, dan inklusif mengandung arti bahwa dalam 

bekerja, bersikap terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil 

dan merata. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Visi Presiden tahun 2020—2024 adalah:  

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian, berlandaskan gotong-royong” 

 

Visi tersebut dijalankan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita 

Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai 

Berikut. 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh 

warga 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan 

 

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden 

sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan 

tentang pembangunan SDM:  

 

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan 

talenta global.” 
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Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan 

SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM 

yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan 

kebudayaan.  

 

3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang Terkait 

Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud 

Terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan 

fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan 

kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang 

dirangkum dalam tabel berikut. 

 

No 
Agenda 

Pembangunan 
Arah Kebijakan Strategi 

1. Meningkatkan SDM 

yang berkualitas 

dan berdaya saing 

-  Meningkatkan 

Pemerataan layanan 

pendidikan berkualitas 

1. peningkatan kualitas 

pengajaran dan pembelajaran; 

2.  peningkatan pemerataan 

akses layanan pendidikan di 

semua jenjang dan percepatan 

pelaksanaan Wajib Belajar 12 

Tahun; 

3.  peningkatan profesionalisme, 

kualitas, pengelolaan, dan 

penempatan pendidik dan 

tenaga kependidikan yang 

merata; 

4.  penguatan penjaminan mutu 

pendidikan untuk 

meningkatkan pemerataan 

kualitas layanan antar satuan 

pendidikan dan antarwilayah; 

5.  peningkatan tata kelola 

pembangunan pendidikan, 

strategi pembiayaan, dan 
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peningkatan efektivitas 

pemanfaatan anggaran 

pendidikan 

-  Meningkatkan 

produktivitas dan daya 

saing 

1.  pendidikan dan pelatihan 

vokasi berbasis kerja sama 

industri; dan 

2.  penguatan pendidikan tinggi 

berkualitas. 

2. Revolusi mental 

dan pembangunan 

kebudayaan 

- Revolusi mental dan 

pembinaan ideologi 

Pancasila untuk 

memperkukuh 

ketahanan budaya 

bangsa dan membentuk 

mentalitas bangsa yang 

maju, modern, dan 

berkarakter 

1.  revolusi mental dalam sistem 

pendidikan untuk memperkuat 

nilai integritas, etos kerja, 

gotong royong, dan budi 

pekerti; 

2.  revolusi mental dalam tata 

kelola pemerintahan untuk 

penguatan budaya birokrasi 

yang bersih, melayani, dan 

responsif; 

3.  pembinaan ideologi Pancasila, 

pendidikan kewarganegaraan, 

wawasan kebangsaan, dan 

bela negara untuk 

menumbuhkan jiwa 

nasionalisme dan patriotisme. 

-  Meningkatkan pemajuan 

dan pelestarian 

kebudayaan untuk 

memperkuat karakter 

dan memperteguh jati 

diri bangsa, 

meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, 

dan mempengaruhi arah 

1.  revitalisasi dan aktualisasi nilai 

budaya dan kearifan lokal 

untuk menumbuhkan 

semangat kekeluargaan, 

musyawarah, gotongroyong, 

dan kerja sama antarwarga; 

2. pengembangan dan 

pemanfaatan kekayaan 

budaya untuk memperkuat 
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perkembangan 

peradaban dunia 

karakter bangsa dan 

kesejahteraan rakyat; 

3.  pelindungan hak kebudayaan 

dan ekspresi budaya untuk 

memperkuat kebudayaan yang 

inklusif; 

4.  pengembangan diplomasi 

budaya untuk memperkuat 

pengaruh Indonesia dalam 

perkembangan peradaban 

dunia dan 

5.  pengembangan tata kelola 

pembangunan kebudayaan. 

Peningkatan literasi, 

inovasi, dan kreativitas 

1.  peningkatan budaya literasi; 

2.  pengembangan pembinaan, 

dan pelindungan bahasa 

Indonesia, bahasa dan aksara 

daerah, serta sastra; dan 

3.  penguatan institusi sosial 

penggerak literasi dan inovasi 

 

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan 

strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara 

Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 

2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian sembilan Agenda Prioritas 

Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan 

Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi 

semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi 
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diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu 

pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. 

Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan 

pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada 

kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran 

akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai 

baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.  

 

Secara detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan 

dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia 

usaha/dunia industri (DU/DI), dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam 

gambar berikut. 

 

Sumber: Renstra Kemdikbud 2020—2014 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud 

secara optimal melalui 

(1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen 

masyarakat, dan budaya;  

(2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan 

pendidikan; 

(3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan 

(4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.  
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Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka 

Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara 

garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020—2024 

adalah sebagai berikut. 

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan 

2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan 

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan  

4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter 

5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan. 

 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa 

Kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengacu 

pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong 

tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan 

pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 

berikut ini.  

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan 

bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.  

2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan 

dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para 

pemangku kepentingan. 

3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai 

ekonomi bahasa dan sastra. 

4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud 

pembinaan bahasa dan sastra. 

 

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan 

Kemendikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berdiri pada 

dua bidang, yaitu: bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, 

arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, 
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strategi yang digunakan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 

melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, strategi 

pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri melalui berbagai 

aktivitas.  

 

Pada bidang kebudayaan, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang 

dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, 

pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta 

sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui 

berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua 

bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung 

keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang 

terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan 

kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

 

3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Kebijakan dan strategi Kantor Bahasa Provinsi Maluku mengacu pada arah 

kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendorong 

tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan 

pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi 

berikut ini.  

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan 

bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif 

di provinsi Maluku.  

2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di Maluku dengan 

dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para 

pemangku kepentingan. 

3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai 

ekonomi bahasa dan sastra. 
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4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud 

pembinaan bahasa dan sastra. 

 

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan 

Kemendikbud dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa 

Provinsi Maluku dapat berdiri pada dua bidang, yaitu: bidang pendidikan dan 

kebudayaan. Pada bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan 

layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas 

pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Kantor 

Bahasa Provinsi Maluku juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya 

saing, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri 

melalui berbagai aktivitas di provinsi Maluku. 

 

Pada bidang kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Maluku melaksanakan 

peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan 

1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan 

bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) penguatan institusi 

sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan 4) perluasan 

layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu 

dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—

2024. Program dan kegiatan yang terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat 

pada sasaran program dan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Maluku. 

 

3.5 Kerangka Regulasi Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Bahasa 

Provinsi Maluku membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal 

yang mengacu pada kerangka regulasi Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.   
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No. Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan Regulasi 
Urgensi Pembentukan 

1. Peraturan tentang unit pelayanan 

pembelajaran terpadu Sarana 

Strategi dan Diplomasi 

Kebahasaan 

Peningkatan mutu layanan 

pembelajaran secara integral kepada 

mitra kepentingan  

2. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Penerjemah Teks 

Umum 

Penjaminan mutu penerjemah dan 

terjemahan teks umum (buku refensi, 

jurnal ilmiah, teks jurnalistik, dll) 

3. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Penerjemah Teks Sastra 

Penjaminan mutu penerjemah dan 

terjemahan teks sastra 

5. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Juru Bahasa Konferensi 

Penjaminan mutu juru bahasa 

konferensi 

6. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Juru Bahasa 

Kemasyarakatan 

Penjaminan mutu juru bahasa 

kemasyarakatan, termasuk juru 

bahasa hukum (pengadilan dan 

kepolisian) 

7. Peraturan tentang pembakuan 

dan kodifikasi kaidah bahasa 

Indonesia 

Pentingnya peraturan pembakuan 

dan kodifikasi kaidah bahasa 

Indonesia yang selama ini belum 

tersedia 

8. Peraturan tentang pedoman 

umum pembentukan istilah 

Perlunya kaidah yang baku dalam 

pembentukan isilah 

9. Revisi Permendikbud Nomor 70 

Tahun 2016 tentang Standar 

Kemahiran Berbahasa Indonesia 

UKBI masih bersifat imbauan dan 

belum diwajibkan bagi masyarakat 

Indonesia yang berpendidikan dan 

berbudaya 
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10. Peraturan tentang Pengawasan 

dan Pengendalian Penggunaan 

Bahasa  

Penguatan kebijakan Badan Bahasa 

dalam pengawasan dan 

pengendalian bahasa  

11. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Pekamus dan Penata 

Istilah 

Penguatan kebijakan Badan Bahasa 

dalam fungsi pengembangan Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Daerah 

12. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Pembaku dan 

Pengodifikasi Kaidah Bahasa 

Indonesia 

Pentingnya aturan mengenai Standar 

Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa 

Indonesia 

13. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Ahli Bahasa 

Pentingnya aturan mengenai Standar 

Kompetensi Ahli Bahasa yang bisa 

digunakan dalam persidangan, 

penyusunan Undang-undang dan 

membina penggunaan bahasa 

indonesia melalui penyuluhan dan 

penyuntingan, serta kebutuhan ahli 

bahasa di kepolisian 

14. Peraturan tentang Standar 

Laboratorium Kebahasaan 

Pentingnya aturan mengenai standar 

Laboratorium Kebahasaan di seluruh 

Indonesia 

15. Peraturan tentang 

Pengembangan dan Pelindungan 

Sastra 

1. Melindungi hak cipta Paten sastra. 

2. Perluanya Kebijakan nasional 

pengembangan dan pelindungan 

sastra 

3. Menjadikan sastra tuan di negeri 

sendiri, menangkal serbuan sastra 

asing ke dalam negeri. 

4. Meningkatkan fungsi dan peran 

sastra pada masyarakat secara 

nasional dan internasional 
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5. Perlunya pengaturan pemerkayaan 

khazanah sastra, pengembangan 

laras sastra, pemantapan dan 

pembakuan sistem sastra, 

penerjemahan, penyaduran, 

pengadaptasian, 

pengalihwahanaan, pengutipan, 

dan pegambilan sebagai bahan 

pembelajaran sastra. 

 

3.6 Kerangka Kelembagaan 

3.6.1 Struktur Organisasi  

Kelembagaan Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa dapat diilustrasikan dalam bagan berikut. 

 

Gambar 3.6.1 Struktur Organisasi Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku dipimpin oleh Kepala Kantor Bahasa yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan 
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Mendikbud RI Nomor 26 Tahun 2020. Berdasarkan struktur organisasi di atas, 

dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku mengambil 

kebijakan pelaksanaan sebagai berikut. 

1. Pengkajian bahasa dan sastra; 

2. Pemetaan bahasa dan sastra; 

3. Pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia; 

4. Fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyrakatan bahasa dan sastra; 

5. Pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan; 

6. Pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; 

7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor Bahasa. 

 

Secara kelembanggaan, Kantor Bahasa Provinsi Maluku terdiri atas Kepala 

Kantor, Tenaga Administrasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku didukung oleh 28 orang pegawai yang terdiri atas: 

 

Tabel 3.6.1 Pemangku Jabatan Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Pemangku Jabatan Jumlah 

Kepala 1 Orang 

Fungsional Peneliti 4 Orang 

Fungsional Penerjemah 1 Orang 

Fungsional Penyuluh 1 Orang 

Fungsional Umum 16 Orang 

PPNPN 5 Orang 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Bahasa Provinsi Maluku perlu 

bekerja sama dengan lembaga lain, baik instansi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Dalam kerja sama tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

berperan sebagai fasilitator yang mengemban amanat dalam melaksanakan 

kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan. 

3.6.2 Reformasi Birokrasi  

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, 

dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good 

governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, 
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ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan 

Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah 

inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh 

pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma 

(mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi 

masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, 

transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan 

pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum 

sepenuhnya terbangun secara luas. 

 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi 

yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:  

1. Manajemen Perubahan  

2. Penguatan Pengawasan 

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

4. Penguatan Kelembagaan  

5. Penguatan Tata Laksana 

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur  

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan  

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:  

a. layanan peserta didik;  

b. layanan satuan pendidikan;  

c. layanan substansi pendidikan;  

d. layanan guru dan tenaga kependidikan;  

e. layanan kebudayaan;  

f. layanan kebahasaan; dan  

g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat. 

 

Untuk mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Maluku terus meningkatkan layanan kepada 

masyarakat. Layanan yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Badan 
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Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berdampak langsung kepada 

masyarakat adalah: 

1. Gerakan Literasi Nasional 

Dalam rangka mendukung literasi, Kantor Bahasa Provinsi Maluku sebagai 

ujung tombak Gerakan Literasi Nasional di daerah merencanakan kegiatan 

antara lain gerakan literasi berbasis komunitas maupun pelajar sebanyak 230 

orang dan alih media cerita anak maupun cerita rakyat secara visual. Selain 

itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga merencanakan 

melakukan pembinaan komunitas literasi. Kegiatan ini dilakukan untuk 

menumbuhkan literasi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara ASEAN.  

 

2. Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra 

Pada 2020 Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa merencanakan melakukan kegiatan generasi muda 

terbina penggunaan Bahasa dan Sastra dengan target sebanyak 540 orang. 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar generasi muda di provinsi Maluku 

lebih bangga dan lebih mengutamakan bahasa Indonesia dari pada bahasa 

asing. Selain itu generasi muda Maluku juga harus dapat melestarikan 

bahasadaerah dan menguasai bahasa asing agar dapat memasyarakatkan 

bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. 

 

3. Pengayaan Kosakata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku merencanakan penambahan jumlah kata dan 

makna sebanyak 1.000 leksem pada tahun 2020. Penambahan ini akan 

dilakukan dengan berbagai kegiatan terkait, seperti Inventarisasi Kosakata, 

Sidang Komisi Istilah, dan Korpus. Usulan kosakata dari masyarakat dan 

pengumpulan kosakata populer yang beredar di masyarakat juga akan 

melengkapi rencana kegiatan penambahan jumlah kosakata. Pemutakhiran 

data dilakukan pada KBBI Daring. Masyarakat yang telah mendaftarkan diri 

sebagai pengguna terdaftar dapat melihat rincian pemutakhiran di laman 

KBBI Daring.  
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4. Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Kemahiran Berbahasa 

Indonesia 

Target peserta yang menjadi sasaran pengujian dan pembinaan Kantor 

Bahasa Provinsi Maluku tahun 2020 adalah 630 orang tenaga profesional dan 

calon tenaga profesional di 5 Kabupaten/Kota di provinsi Maluku (Kota 

Ambon, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku 

Tengah, dan Pulau Banda). 

 

5. Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina 

Untuk menjenamakan bahasa Indonesia ke dunia internasional secara umum 

dan Negara Indonesia secara khusus, Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa akan terus menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang 

publik. Pada 2020 Kantor Bahasa Provinsi Maluku merencanakan menertibkan 

ruang publik ke 20 lembaga di provinsi Maluku.  
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1. Target Kinerja 

Target kinerja merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan 

keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Sasaran. 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku menetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan untuk 

mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), mengacu pada target 

unit utama yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terangkum 

dalam Renstra Kemendikbud 2020—2024. Keberhasilan Sasaran Kegiatan 

tersebut ditentukan oleh tingkat ketercapaian IKK. Rencana Strategis Kantor 

Bahasa Provinsi Maluku Tahun 2020—2020 memuat 9 Indikator Kinerja Kegiatan 

yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Target Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

No. 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Satuan 
Kondisi 

awal 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Meningkatnya 

Daya Ungkap 
Bahasa Indonesia 

1.1 

Jumlah kosakata 

bahasa Indonesia 

Kosakata 16.555 1000 1000 1000 1000 1000 

2 

Terwujudnya 
Standar 
Kemahiran 

Berbahasa 
Indonesia 

2.1 

Jumlah 
rekomendasi 
kebijakan 

kebahasaan dan 
kesastraan 

melalui penelitian 

Dokumen 13 2 2 2 2 2 

3 

Terwujudnya 

Penggunaann 
Bahasa Indonesia 
di Ruang Publik 

3.1 

Jumlah lembaga 

pengguna 
bahasa Indonesia 
terbina 

Lembaga 60 20 20 20 20 20 

4 

Meningkatnya 

Jumlah Penutur 
Bahasa Terbina 

4.1 

Jumlah tenaga 

profesional 
terbina 
kemahiran 

berbahasa dan 
bersastra 

Orang 7.869 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 

5 

Terlindunginya 
Bahasa dan Sastra 5.1 

Jumlah penutur 
muda yang 

terlibat dalam 
pelindungan 

Orang 150 50 80 80 80 80 
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Daerah yang Kritis 
dan Terancam 

bahasa daerah 
kritis dan 
terancam punah 

5.2 

Jumlah penutur 
muda yang 

terlibat dalam 
pelindungan 
sastra daerah 

kritis dan 
terancam punah 

 250 50 80 80 80 80 

5.3 
Jumlah produk 
kesastraan 

terkembangkan 

 5 1 1 1 1 1 

6 

Meningkatnya 
Tata Kelola Satuan 
Kerja di 

Lingkungan Badan 
Pengembangan 
dan Pembinaan 

Bahasa 

6.1 
Predikat SAKIP 
Satker minimal 
BB 

Predikat BB BB BB BB BB BB 

6.2 

Nilai kinerja 
anggaran atas 

pelaksanaan 
RKA-K/L satker 

minimal 91 

91 93 95 95 95 95 95 

 

     

4.2. Kerangka Pendanaan 

Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbu dan sasaran-sasaran strategis yang 

telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan 

dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber 

pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi 

kebutuhan pendanaan untuk mencpai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud 

dibagi menjadi dua periode yakni: 

1. Periode tahun 2020; dan 

2. Periode tahun 2020—2024 berdasarkan restrukturisasi program yang 

dilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga. 

Periode 2020 

KODE PROGRAM/KEGIATAN 2020 

5289 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan 

Bahasa dan Sastra di Daerah 

4.434 

002 Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina 157,4 
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005 Bahasa Terlindungi 161,1 

006 Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina 

Kemahiran Berbahasa Indonesia 

616,5 

008 Sastra Terlindungi 103,3 

010 Kamus dan Pengembangan Istilah 96,7 

011 Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra 341,0 

012 Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah 120,5 

013 Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra 340,3 

951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 73 

970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 347,6 

994 Layanan Perkantoran 2.076 

 

Periode 2021—2024 

KODE PROGRAM/KEGIATAN 

INDIKASI KEBUTUHAN 

PENDANAAN 

2021 2022 2023 2024 

023.13.DH Program Pemajuan dan 

Pelestarian Bahasa dan 

Kebudayaan 

2.462 2.548 2.637 2.729 

5289 Pelaksanaan Tugas Teknis 

Pengembangan, Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa dan Sastra 

2.462 2.548 2.637 2.729 

023.13.WA Program dan Dukungan 

Manajemen 

3.643 3.770 3.902 4.039 

2020 Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

3.643 3.770 3.902 4.039 

Total  6.105 6.318 6.539 6.768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 | h a l a m a n  
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan dan pembinaan bahasa 

mendapatkan tempat yang strategis, yaitu sebagai program prioritas dan 

kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penempatan tersebut perlu didukung dengan 

menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Rencana 

stategis Kantor Bahasa Provinsi Maluku ini disusun guna memandu arah 

pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut. 

 

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah 

mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan 

perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang 

telah ditetapkan oleh Presiden. Kehadiran renstra ini menjadi acuan bagi seluruh 

satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Maluku. 
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MATRIKS RENSTRA 2020—2024 

KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU 

Program/Kegiatan 
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran 

Kegiatan (Output)/Indikator 
Satuan 

Target Kinerja Anggaran 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

5289 Pelaksanaan Tugas Teknis 

Pengembangan, Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah 

      4.434 4.589 4.749 4.916 5.088 

SK1 Meningkatnya daya ungkap bahasa 

Indonesia 

           

IKK1 Jumlah kosakata bahasa Indonesia Kosakata 1000 1000 1000 1000 1000 96,7 100,1 103,6 107,2 111,0 

SK2 Terwujudnya Standar Kemahiran 

Berbahasa Indonesia 

           

IKK1 Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan 

kesastraan melalui penelitian 

Dokumen 2 2 2 2 2 96,8 100,2 103,7 107,3 111,1 

SK3 Terwujudnya Penggunaan Bahasa 

Indonesia di Ruang Publik 

           

IKK1 Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia 

terbina 

Lembaga 20 20 20 20 20 157,4 162,9 168,6 174,5 180,6 

SK4 Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa 

Terbina 

           

IKK1 Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga 

profesional terbina kemahiran berbahasa dan 

bersastra 

Orang 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600 1.077 1.114 1.153 1.194 1.235 

SK5 Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah 

yang Kritis dan Terancam Punah 

           

IKK1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam 

pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam 

punah 

Orang 50 80 80 80 80 161,1 166,7 172,6 178,6 184,9 
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IKK2 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam 

pelindungan sastra daerah kritis dan terancam 

punah 

Orang 50 80 80 80 80 103,3 106,9 110,7 114,5 118,5 

IKK3 Jumlah produk kebahasaan dan kesastraan Sastra 1 1 1 1 1 244,2 252,7 261,6 270,7 280,2 

SK6 Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di 

Lingkungan Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 

           

IKK1 Predikat SAKIP satker minimal BB Predikat BB BB BB BB BB 35,6 36,8 38,1 39,5 40,9 

IKK3 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L 

satker minimal 91 

Nilai 93 95 95 95 95 2.462 2.548 2.637 2.729 2.825 
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